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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam
penelitian ini, yaitu :

1. Asas retroaktif diberlakukan dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena dilihat dari tujuan
asas tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia
khususnya korban tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu
jenis extra ordinary crimes. Hal ini mengingat dampak yang
ditimbulkan dari aksi terorisme yang merusak struktur ekonomi,
merusak materil, merenggut korban jiwa, merusak tatanan hidup dan
budaya, serta pemahaman agama sangat besar. Terlebih, tindak
pidana terorisme ini merupakan tindak pidana khusus yang
memerlukan penanganan khusus. Dasar hukum diperbolehkannya
asas retroaktif terdapat pada pasal 103 KUHP.

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses
terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 PERPU Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah
masih belum kuatnya penerapan hukum acara pidana terkait

terorisme itu sendiri. Badan Intelegen Negara memiliki wewenang
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penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme.
Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam proses beracaranya, juga
akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Aparat penegak hukum
dapat saja melakukan hal yang sewenang-wenang dalam proses
introgasi pelaku terorisme. Padahal, dalam hukum sendiri dipegang

teguh prinsip precumption of innocent.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan asas retroaktif harus pula dibarengi dengan
hukum acara yang pasti pula, sehingga tidak merusak nilai hukum
dan tidak terjadi kesewenang-wenangan.

2. Hendaknya Pemerintah, khususnya para pembuat undang-undang
harus selalu peka akan keadaan ataupu kebutuhan masyarakat
terhadap undang-undang. Artinya Pemerintah harus selalu berusaha
mencari tahu tentang segala fenomena yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Serta senantiasa berusaha merumuskan
peraturan atau undang-undang yang selalu memberikan jaminan
jasa keadilan, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara
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3. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan dinamika
kehidupan sosial yang terus berkembang, masalah—masalah
kejahatan pidana juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu
pembuat undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan
peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pidana

tersebut dengan cara yang bijaksana.
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